BAB IX
HUKUI PIDANA DI INDONESIA

Dalam meneatukan definisi hukum pidena menurut
ilmm pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan
pendapat o
1. Bukum Pidena adalah hukum sangei

Definisi ini diberikaen berdasarken ciri  hukum
pidana yang membedakan dengen lapangen hukum yang lain
yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidek mengadakan
norma cendiri melainken sudal terletak pada lapangan
hakum yang lain, den sengei pidana diadakan untuk meng
kuatkan ditaatinya norme-norma Gi luar hukum pidena.8e
cara tradisional hulum pidsna ini dienggsp benar sede-
lum hultum pidana berkembang dengan pesat.

2. Hukum Pidena adalah kegoluruhan aturan ketentusn
kum mengenai perbuaten-perbuatan yeng dapat dibukum
dan dipldma.'

Henurut Prof. Subekti,SH, Hukun pidena itu ada
lah keselumhan dari pada ketentuan hukum yang mengan
dung perintah dan larangan di dalammya perintah dan la
rangen-larangen mana bersangsilkan hulmman.z

Sangei hukuman di eini merupakan oiri khee dari
pada bhukum pidana ysng berupa suatu perbuatan atan su-
ata paksasn kepada si terhulmum, bogita juga penjatuh-
en sangsi bukuman 44 sini adaleh merupakarn manifistasi
dari pada bhukum pidana itu sendiri yakni memelihara ke
pentingan dan ketenteraman masyarakat gerta menjemin

: 'Bambang Purnomo,SH., Asas
lia Indoneem. Jekarta, 1983, hlm

Snbekﬁ. 8H. Bgmmg Hukum, ?raﬂya Pareni ta,Jakar
ta, 1973, hlm. $3. o ’
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kepentingan diri.

o Menurut wWiryono projodikoro, SH., hukum Pidana
adalsh

Peratuian Hukum mengenai pidana. Kata pidana -

berarti hal yang “dipidanakan yaitu oleh instansi ya
 ng beekuasa dilimpehken kepada seorang oknom sebagal

hal yang tidak enak dirasakannya den juga hal yang
‘tidak sehari-hari dilimpahbkan. 3) ‘

' Dengan dqfiniai.di atas nyatalan bahwa Hukua -
pidana itu merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur
_‘hidup orang dalam masyarakat untuk mencegah terjadiny.
kejanataﬁ waupun pelanggaran yang mana gpabila kedua-
nya tersebut dilanggar, maka hukum pidana aken membe-
rikan ssngsi terhadap pelanggar aturan tersebut. Sua-
‘tu hukuman yan5~diancamkgn kepada pembuat pidana ters
seput'agax'supaya‘drang banyak tidax aekan melaksana -
kgn'suatu;kejahatan atau pelanigaran. '

Akan tetapi perintah dan larangan tersebdbut ti-

' dek akan cupup walaupun hukum itu sendiri bukan uaeru
pakan suatu kebaikan, bahkan suatu pengrusakan pembu
at pidana itu sendiri, tetapi xendatipun demikian sa
ngei hukum tersebut sangat diperlukan sekali dimana -
hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting
bagi ketentranan dan kesfabilan yang akan membawa su
atu keuntungan‘bagi manusia dan masyarakat. |

B. Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan Hukum pPublik karena atu

ren hukumnya dititik beratkan pada kepentiagan umnun
yaitu untuk melindungi dan menjauin kepentingan . dan
ketertiban umum dalam masyarakat.

olenh karena itu kebutuhan uasyarekat atas hu

kum pidana semakin nyata dan keperluan itu olen Pakar
Hukum pidana dipikirksn agar Hukum pidana dapat -

Swiryono Projodikoro, Asas-aBas hukum pidana -
di Indonesis, P2 Kresco Jekarta Bandung, hlm. 1

-
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pasti dan adil, eehingga timbullah bentuk-bentuk hukum
pidana dan dirumueken dalam undamng-undang den ateu Ki -
tab Undang-undang.

Hal ini tidak berarti hukum pidana yeng eda di-
setiap negara di dunia ini berbentuk undang-undang dan
kodifikasi, negara yang menganut eistem hukum  hampir-
seluruhnya tidak mengenal hmkum pidana di dalam kodifi-
kasi dan hanya sebagien keecil negara-negara itu yang
mempunyal kodifikaei hukum pidana, sebagal pengecualian
seperti USA, Pada negara bagien Kslifornia dan iustralia
pada negara m@l& Tasmenia dan sebagian btesar negara-
negara 4i Eroi:a tolah mempunyai kodifikasi hukum pida-
na.*

EKarya di dslam melaksanaken apa yang tolah menja
di deban atau materi dari pada hukum pidana di Indone-
sia, pasti mempunyai suatu lendasen (dasar hukum) seba-
gai tempat berpijak dan tempat kembalinya aturam pilda-
na. Di sinilah yang merupakan pembahaecan inti dari pada'
sumber hukum pidana.

Sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia-
adalah sebagai berikut :
1. Kitadb Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupa
kan samber utama bagi hukum pidana di Indonesia.

Undang-undang hukum pidena ini ditetapkan di
Jakarta pada tznggal 26-2-1946 yaitu terdapat dalam-
Undeng-undang 3 I 1946 tentang peraturan hukum pida~
na dari pasal 1 g/d pasal XVII oleh Presiden Repub-
1ik Indonesia Soekarno. °

4 Bambang Poraomo,S8H., Op.Cit., hlm.23

nla. xx%muyamo.sn.. EUHP, Cet.XV, Bina Aksara, 1985 ,
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2. Peraturan-perundang-undangan hukum lainnya yaitu per
‘aturan perundangan lain yang mempunyai kekuatan pi
dana seperti : UU No.1 tahun 1976, disamping itu ma
sih mungkin sumber dari hukum adat yang masih hidup
sebagai dalil dalam praktek keputusan pengadilan di
dasaskan hubungan suatu delik adat dengan undang- un
dang darurat 1951, No.1 pasal Y ayat (3 b )ﬁ-

C. Pembagisn dan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP

1. pembagian ( macam-macam ) tindak pidana

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidd .
na dibegi dua jenis, yaitu ; Kejahatan yang dimuat da
lgm buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ke

III.

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran kini  wmerupa

kan istilah~istilah sebagai penterjemahan dari istilah
| wMisdrijf» dan ®"over. treding® dalam bahasa Belanda.
uMisdrijf® atau kejahatan berarti suatu perbuatan‘
‘yang tercelah dan pernubungau dengan hukum, berarti
tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum, S
' ! ‘wovertreding® atau pelanggaran, berarti suatu
pervuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan de
ngan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan me
.léngga?'nukumﬂ—
. Jadi sebenarnya arti kata dari dua istilah ini
adalah sama. Jadi melihat arti kata keduanya tidak da
' pat'dilihét peibe#aan antara dua golongan tindax  pida
na. ' . R . o E '
' :Makas di sntara penulis-penulis, sarjana hukum

' 6 yaubang purnomo, SH, UP-cit, hlm. 23
:Zwiyono Projqdikoro, sH, Qp-cit, hlm. 28
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Belanda dipikirkan apakah gerangen perbedaan antara dua
macam tindak pidana kejashatan dan pelanggaran ind. "

b.

Ada dua ocara untuk menemukasn perbedaan ini yaita
Seeara meneuﬂ. makeud dari pembentuk undang - un=
dmg.

Adapun makeud pembentukan KUHP baik di Indone
sia mampun 41 Bplanda, dapat dilihat dalam surat pen
jelasan (memory Ven Toe Lichting) yang menyertai ran
cangan EUHP Belande, yang menyatakan 3

Ada perbtuatan-perbtuatan yang oleh hukum, ada
yang oleh undang-undang dinyataken merupakan tindak-
en pidena, ada kalaya diancamkan dengem pidana texe
hedap suatu perbuatan yang sudah merupakan pelanggar
an hukun (onrecht) sebelum pembentuken undang- undaag
berbicara, dan yang kita enggap tidak baik (onreeht-
Vaardig), meskipun pembentuken undang-undeng  tidak
berbicara. Dalam hal imi ada "Kejahatan® (misdrijf).

Ada kalanya suatu perbuatan yeng dalam arti
"Philsafah hukum® rechtphilosofish baru menjedi pe-
langgeran hmkum (onrecht) oleh karena dinyatakan de-
mikian oleh undang-undang. Jadi yeng tidak bdalknya -
hanya dikenal dari bunyi undang-undang nu.nalam hal
ini ada ®pelanggaran® ("over tneding“).9

Socara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tin-
dakan-tindakan pidana yang termuat dalam buku ke II
KUHP. D1 satu pihak dan tindak-tindak pidana yang
termuat dalam buku ke III1 KUHP di lain pihak, '°

8Boa Cit.

J fusd., hlme. 29.
101b4d., him. 28

™



16
2. Unsur-unsur tindak Pidana

Di kalangan sarjena Hukum tidek ada persamasn pen
dapat, tentang unsur-unsur yang menjadikan suatu tindak

pidana menusia itu sebagal poristiwa pidana.

Tetapi dari definisi-definiei 41 atas, dapatlah
diambil sebagal suatu patokan bahwa peristiwa pidana ha
rus menocukupli unsur-unsur sebagal berikut :

a. Harus ada suatu porbuatan manusia

b. Porbuatan itu harus seual dengan apa yasng dilukiskens
é1 dalam ketentuan hukum.

6. Harus terbuktu adanya "dosa® pada orang yang berbuat
yaitu orengnya harus dapat dipertenggung jawabkan.

d. Perdbuatan itu harus berlawanan dengan hukunm

e. Terhadap pertuatan itu harus tersedie emcamen hukume
ennya, di dalam undang-undeng. "

A4, a. Harus ada suatu perbuatan manusia.

Henurut hukum yeng tertulis di Indonesia pada u-
mumnya yang dapat dijadikan subyek dari hukum pidana a-
dalah seorang manusia. Dengan lain perkataan hanya per-
buaten manusialah yang dapat mewujudkan perintiwva pida-
na. Jadi yeng menjadi dasar dari pada porbuatan pidana
sdalah perbuaten manusia, yakni suatu perbuatan posi -
tif meupun perbuaten negatif atau tidak ﬁorlmat. ting -
gal diem atau membiarkan sesuatu, agar dapat disalahken
melakukan tindakan pidaemna.

Uraian di atac sesual dengan pacal 531 KUHP yang
berbunyi 3

14p. R.
165 83T b )
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Barang eiepa ketika menyaksikan, bahwa ada orang

yeng sedang mnfggdrg&mmt, tidak memberi pertolong

an yang dapat d kepadanya tanpa ayaknya
meninbulken bahaya bagli dirinya atau orang lain, 4i
encam jika orang itu kemudian meninggal, dengsn kue-
rung paling lama 313& bul an atau dengan paling ba-
nyak 300 rupiah.lc _

Ad., b. Pertuatan itu harus sesual dengan apa yang dilu-
kisken dalam ketentuan hukum.

Atau dengan kata lain, perbuatan ita harue dise-
but di daelam salah satu paeal, baik dalam KUHP maupun
di delarm perundang-undangan lalnnya.

Jadi unsur kedua ini berarti, bahwa harus ditun-
juk dalam suatu pasal yang mementukan seorang itu dapat
dihukum pidana, jJika tidak dapat maka orang ita  tidak
dapat dihukum pidana.

Ad. c. Harus terbukti adanya "dosa" pada oreng yemg ber
buat yaitu orang yeng harus dipertanggung javab-
kan.

Untuk dapat dikataken seorang itu "bordosa® di
dalam arti hukum pidana diperlukan :

1. Adanya kesadaran pertanggungan Jawab.

2. Adanya hudungan pengaruh dari keedaan jiwa atan peor—
buatannya.

3. Kehampaan alasan yang dapat melepasken diri dari per
tenggungan jawab.'>

Jadi yang dikatakan berdosa dalam hukum pidana,
yaitu : Jika mengingat keadaan jiwsnya dem perbuatannya
itu dapat dipersalahken kepadenya. Dengan kata lain, o=
reng yeng sehat jiwanya. Oleh karena itu sgdar akan

'2oelyatno, SH., Op,Qit., hlm. 226
>ur. R Tresma, 0p.Cit., hlm. 45

.‘"l\( /
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tangsung javatmya sebagail manusia sueila, harus menikul
perbuatannya demn gegala akibatnya. Jadi ada mbungan -
Bya yang antara keadean jiwa dan perbuatannya.

Ad., 4. Perduatan itu harus berlawanan dengsn hukum

Perbtuatean itu harus berlawanan dengen hukum, mak
sudnya yaitu perbuatan itu harus bertontangan deagen m
atu perintah atau larengen berdasarkan undeng-undang. 14

Jadi sifat melawan hukumnya ftu bukan suatu bdbagl
an tersendiri dari pelanggaran pidana itu, tetapi de-
ngan sendirinya timbul dari kemyataan bahwa perbuatan 4
tu bertentangan dengen perintah atau larangan berdasar-
kan undang-undang.

Ad. e. Terhadap pertmatan itu harus tergedia ancaman ha
kusnya dalam undange-undeng.

Suatu perbuatan yang dapat dikenai hukum menumat

hukum negeri Belanda hanyalah tindakan-tindokan yang o
leh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenal
makun. 15

Jadi tindaken hanya dapat dikenal hukuman i~
ka didahului oleh sneemen hmkuman dalam undang-undeng.
Hal ini di Indonesia diatur dalam pasal ayat 1 EKUHP ,
yang berbunyi :

Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kocuali
atas kekuatan aturen pidana dalam perundang-undang-

14p, WH. Pirteatmaja, Pekokepokol P ,
Pasco, Jakarta, 1957. hlm. 361.

15Mp, LY. Ven Apeldorn, Pengantar
nya Paramita, Jekarta, Cet. Xi
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yeng telah ada sebolum pertuatan dilekukan.'®

Ketentuan dalem pasal 1 ayat 1 KUHP ini mempu =~
nyai tiga yaita

1. Mempunyal malma Nullum dilietum nulla puina sineprae
vealege poenali : artinya tiada pidana, tiada delik,
tanpa peraturan yang diancam pidana ledih dalmlu.

2. Undang-undaeng hukum pidana tidak mempunyai kekuatan
berlakun surut.

3. Mempunyal makna lox temporis delicti, undang~ nadma,
berlaku terhedap delik yang terjedi pada saat itu. '®

Dari uraian di atas daspat dimengexrti bdahwa suatu
perbuatan baru dapat dipidena jika memuat unsur - uasar
tersebut di atas, yakni euatu perbuatan yang berlawansn
dengen hulmum, yang diancem dengan hukuman oleh undang-
undang dan dilakukan oleh seseorang dongan bersalah, 0~
rang mena harus dapat dipertanggung jawabkan.

D. Ases-asasg barlakugya KU}D? di Indonesie

Azag-asas berlakunya perundang-undangan huicum
pidana aenurut tempat terjadinyaz perbuatan terdapet da
lam pasal 2 ssupei 9 KUHP yeng mengandung empat esas
gntera lain 3

a. Asee territoriel yeng terdepat daulem pesal
2 HUHP dan perlugsannys terdapat dalam pesal
3 KUHP.

Pesal 2 berbunyi : " Aturan Pidana dalaa perxr
undang-undengsn Indonesis berlaku bagl setiasp

oraug yaug diluar Indonesis, melakukan perbu
aten Pideans di Indoneeis.

1¢ulyatno,8H., Op.Cits, hlm. 3
T Bambang Purnomo,SH., Op.Cit., hlm. 68.
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Pasal 2 berbunyi : *"Aturan pPidana dalem perundany
undangan Indonesia berlaku bagi setiap oqug yang
melgkukan perbuatan pidaba di Indonesia. "™.

Pasal 3 berbunyi : |

wptursn Pidana delam perundang-undangan In

donesia berlaku bagi setiap orang yang di
luar Indonesis, melakukan pqﬁpnatan pida-
na didalem perahu Indonesia. 7. .

b. Asas personal ( Nesional aktir ) terdapat dalam

baaal 5 KUHP yang berbunyi :

', 1. Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ber

t

laku bagi warga negera Indonéeia yang diluar =
wilaysh Negara Indonesia bersalah melakukan
Ke~1. Salsh satu kejahatan ya termuat dalam
beb I dan II buku kedua dan pasal- pasal
160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP.
ke-2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu atu
ran pidena dalam perundang-undangan Indo
nesis dipandang sebagai kejahatan sedang

kan menurut perundang-undangan Negara
dimana perbuatan dilakukan, diancam de-
ngan Pidana.

2, Penuntutan parkaba sebagai dimaksud dalam;ke;a

" dapat dilekukan Jjuga Jika terdakwah menjﬁgi -
warga Negara sesudah melakukan perbuatans™. =~ -

Asas tersebut diatas diperluas oleh pasal 7

-xUH? ssmpal semua pegawai Negeri Indonesia yang ®me

lakukan kejenatan jabatan diluasr wilayah Indonesia.

c. Asas Nasional passif ( esas perlindungan )e

Asas ini memperluas berlakunya ketentuan -

®prof. mulyatno, sH, Qp-cit, hlm. 3
© 20ypid,. bla. 5
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ketentuan hukum pidana Indonesia diluar wilayah -
Indonesianbedasar atas kerugian nasional amat Dbe

sar. Jadi kini ada unsur melindungi kepentingan -
Nasionsl terhadup siapapun dan dimanapun juga.

- a888 ini termuat dalam pasal 4 ke-1, 2, 3KUHP

yang berbunyl :
wpturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia
melakukan : .

kKe~-1.

ke-2.

galan satu kejahatan tersebut pasal-pasal,
131.

suatu kejanatan mengenahi mata uang atéa
uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara -
atau Bank ataupun mengenai matcrai yang
dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh
pemerintah Indonesia.

ke-3. %emalsuan surat hutan%natau sertifikat hu

ang atas tanggungan donesis suatu daerdh
atau bagian daerah Indonesia, termasuik puls
pemalsuan talon, tanda defisden atau tandas

bunga yang mengikuti surat atsu sertifikat

itu, dan tanua yang dikeluarkan sebagasl pe

ngganti surat tersebut atau menggunakan su

rat-surat tersebut diatas yang palsu atau

dipa lgvkan seolah-olah tulen dan tidakx =
palsu.“. .

Asas tersebut diatas diperluas oleh pasal Y

KUHP .

D. ABas universalitas.

ABsas ini‘melihat pada suatu tata hukum Inter-
nasional dimana terlibat kepentingan bersama dari sg

mua Negwwa di dunia.

22

2 21pid,. hla. 4

22 /yiryono projodikoro, SH, Qp-cit, hlm. 48
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Asas tersebut diatus termuat delam pasal 4 ke
-4 yang berbunyi :

ke-4. Salah satu kejanatan tersebut dalam pasal -
saaal 438,444,446, mengenai pembajakan laut

an tersebut dalam pasal 447 mengenai peuve,

rehan perahu dalam kekuasaan bajak laut.” .

Dengan demikiap_naxa asas berlakunya Huxum P
dana menurut tempat terjadinya perbuatan terdapat da
lam pasal 2 8/d 9 KUHP.

z-sfprof. Mulyatno, SH, LOG-CIT,



